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ABSTRAK

Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 banvak memitiki kekurangan
dalam hal maten pokoknva. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan
hasil terbesar reformas: disamping hasil-hasil lain seperti pemulihan kebebasan
dan hak-hak asasi, Perubahan tersebut juea mencakup lembapa-lembaga negara.
DPR sebagai salah satu pilar sebugh negara demokrast juga mengalami perubahan
vang sangal signilikan yain bergesernya pendulum kekuasaan vang selama
berada di tangan pemerintah dengan fxecutive Heavy sekarang berada di tangan
DPR vang dikenal dengan Legislative Heavy. Perubahan mengenat DPR i juga
dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan
Kedudukan Majelis Permusvawaratan Rakvat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun permasalahan
vang penulis angkat adalah bagaunana pelaksanaan fungsi DPR menurut UUD
1945, apa dampak pelaksanaan fungsi DPR menurut UUD 1945 terhadap
kekuasaan Presiden, dan bagmimana susunan kedudukan lungst dan tugas serta
wewenang DPR menurut Undang-Undang No, 22 Tahun 2003, dan bagaimana
pelaksanaan fungsi DPR. Pendekatan masalah vang digunakan alah normaryf
{ecal research vaitu jemis penelitian hukum yang memfokuskan masalahnya pada
norma hukum itu sendmi baitk norma hukum tertubis ataupun norma hukum tidak
tertulis. fungsi Legislasi adalah fungsi membentuk Undang-Undang vang dibahas
dengan Presiden untuk mendapat persetwjuan bersama. Fungst Anggaran adalah
fungsi menvusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belamja negara
bersama  Presiden  denpan  memperhatikan  pertimbangan DPD,  Fungsi
Pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan
Peraturan Pelaksanaannya,



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi telah memulihkan kebebasan dan hak-hak asasi serta hak-hak
demokratik lainnya. tetapi hasil yang terbesar dan reformasi adalah mengubah
Undang-Undang Dasar 1945 ', Gagasan untuk mengubah UUD 1943 ini muncul
setelah melihat kenvataan bahwa sclama menggunakan UUD 1945 sebagm
konstitusi tertulisnya ternyvata Indonesia belum demokratis °. Banvak studi ilmu
politik vang telah menjelaskan bahwa tampilnya Orde Baru scbagai “organis
state™ ° ini dilatar belakangi oleh keputusan politik untuk mengutamakan
pembangunan ekonomi yang harus didukung oleh stabilitas nasional vang dapat
dicapai melalui lembaga eksekutif (pemerintah yang kuat). Latar belakang inilah
yvang menyebabkan Indonesia dimasa Orde Baru danggap tidak demokratis
padahal konstitusinya sendiri jelas-jelas memilih demokrasi sebagai salah satu
HEREHVEE

Meskipun prinsip yang mendasari UUD 1945 menganut paham demokrasi
dengan adanya pernyataan eksplisit tentang “kedawlatan adalah ditangan rakyar”
atau “kerakyatan™ dan meskipun para pendiri negara ini telah menegaskan
pilihannya atas sistim demokrasi namun dalam sepanjang berlakunya UTID 1945

pemerintahan vang tampil cenderung otoriter.

:. Hager Munan, 2003, D08 BP0, dan MPR dalam UUD 1945 FH U Press, Yopyakarta hal |
" Moh Mahfud MO, 2000, Demakrasi dan Konstiusi D ledonesia, Rinesa Cipta Jakaria, hal x
~ Thid hal &



Hal ini dapat terlihat dalam penggal-penggal waktu masa berlakunya UUD
1945 yakni Periode 1945-1949 (periode awal demokrasi liberal), Periode 1959-
1966 (periode demokrasi terpimpin), dan Periode Orde Baru.

UUD 1945 telah menenima demokrasi sebagai prinsip tetapi penjabaran
didalam pasal-pasal konstitusi tidak cukup tegas. Jika diabstraksikan kelemahan-
kelemahan maten UUD 1945 dalam menjabarkan prinsip konstitusionalisme
secara berurutan adalah sebagai berikut -

Pertama, sistim politik vang executive heavy.

LU 1945 membangun sisim politk yang membenkan kekuatan
sangat besar terhadap Presiden (executive heavy) yang tidak dapat
diimbangi oleh lembaga-lembaga lain. Presiden menjadi  pusat
kekuatan dengan berbagat hak prerogatif. Hak Prerogatif disini
diartikan sebagai hak untuk secara sepihak memutus dan menerapkan
tanpa harus mendapal per setujuan terlebih dahulu dan lembaga lain.
Dengan arti seperti ini UUD 1945 banyak memuat hak prerogatif.
Presiden bisa meminta masukan kepada lembaga lain  untuk
memutuskan sesuatu tapi tidak harus dituruti,

Dengan kedudukannya yang kuat Presiden dapat melakukan berbagai
rekayasa untuk selalu mengakumulasikan kekuasaannya sehingga
persyaratan bekerja demokrasi yakni adanva mekanisme Check and

Balances tdak dipenuhi oleh UTID 1945 ini.

q
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

I;

Dari uraian dialas jelas bahwa kekuatan DPR setelah amandemen schagai
lembaga perwakilan lebih dijamin oleh ULD 1945, schingga diharapkan
otoriterisme yang dilegalkan selama ini tidak terulang lagi dimasa vang
akan datang, Schelum diadakan perubahan terhadap UUD 1945 DPR
hanya berfungsi sebagai legislatif semu karena hanya difungsikan sebagai
tukang stempel dalam membuat UU. Seperti telah  dikemukakan
sebelumnya bahwa susunan dan kedudukan lembapa perwakilan di
Indonesia sckarang mengalami perubahan yang cukup signifikan mulai
dari  tala cara pengisian, komposisi, fungsi dan kewenangan, serta
hubungan antar lembaga perwakilan tersebut. Semua itu dilakukan dalam
rangka mewujudkan Separation Of Powers dan Checks and Balances.
Dengan demikian dapat mencegah terjadinya penumpukan atau pemusatan
kekuasaan pada satu lembaga saja.

Dengan mekanisme checks and balances akan menutup terpusatnya
Kekuatan pada satu tangan. Presiden scbagai pelaksana kekuasaan
eksekutif yang dipilih secara demokratis akan dimbangi oleh DPR sebagai
pelaksana kekuasaan lepislatil yang merupakan representasi rakyat.
Dengan mekanisme ini dibarapkan sctiap kebijakan vang akan lahir tidak
berasal dan berdasarkan pemikiran dan usul, serta penilaian dari satu

pihak saja tapi merupakan hasil komunikasi permusyawaratan bersama
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